BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Dokumen Rencana kegiatan Pembanguan Desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dan dokumen RPJMDes adalah sebagai Pedoman Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan Program – program Pembangunan Berbasis Kewenangan Desa dan bersifat partisipatif yang mengacu pada Pembangunan Daerah. Maka dengan konsep pembangunan desa secara partisipatif Sehingga masyarakat ikut serta dalam memulai, memikirkan, merasakan, melaksanakan dan mengawasi maka akan melahirkan perasaan “ ikut merasa memiliki “ terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggungjawab “ terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.  Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganannya karena yang mengetahui kebutuhan dan keadaan adalah masyarakat desa itu sendiri dan searah dengan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah  Kabupaten/kota.
Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa.Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.


Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.  Keberadaan RPJM-Desa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun kedepan. RPJM-Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi ,akuntabilitas dan tentu saja Tertip Anggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana Pelaksanaan Pembangunan desa, rencana Pembinaan Kemasyarakatan, rencana Pemberdayaan masyarakat desa, rencana Penangulagan Keadaan darurat dan mendesak Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto. Proses penyusunan RPJM-Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM-Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM-Desa. Sehingga diharapkan RPJM-Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif desa dan prioritas kegiatan dan pembangunan di desa.
Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
1.2  Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor  17  Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor  7  Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun  2007 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 53 tahun 2015 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 86 Tahun 2020 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 64 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adat istiadat Desa dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah Desa Brayung.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Brayung yang dipimpin kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.4   Maksud dan Tujuan
· Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.
RPJM-Desa Brayung Kecamatan Puri  Kabupaten Mojokerto  2019 – 2025 diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Brayung. Dengan adanya RPJM-Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat,diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

· Tujuan
Tujuan Penyusunan RPJM-Desa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.  

2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Brayung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa. 

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Desa Brayung yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.

4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.

5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.
BAB  II

PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Brayung merupakan salah satu Desa yang berada                                      wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang mayoritas Masyarakat bermata pertanian dengan karakter masyarakat sesuai adat timur yaitu sopan , beretika dan religius, jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga merupakan daerah yang berpenduduk sangat padat dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai tamat SD sampai dengan Perguruan Tinggi , tingkat  kesehatan masyarakat Desa Brayung cukup baik karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta kesadaran masyarakat yang cukup tentang arti kesehatan. Jarak desa Brayung ke ibu kota Kecamatan Puri yang relatif dekat sehingga mempengaruhi pola dan tingkah laku masyarakat Desa. Desa Brayung terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Belahan dan Dusun Ngrayung  yang mempunyai adat dan cerita yang berbeda – beda .  
· Legenda / Asal – Usul Desa ;

Pasa zaman dahulu yaitu zaman Kerajaan Majapahit datang seorang yang bernama Mbah Patok atau sebutan laian Mbah Matara (berasal dari Kerajaan Mataram). Beliau adalah salah satu prajurit Pangeran Diponegoro. Beliau melarikan diri ke Timur, karena dikejar-kejar oleh pasukan belanda. Desa Brayung pada waktu itu masih berupa hutan belantara, hutan tersebut ditebangi sedikit demi sedikit oleh Mbah Patok/Mbah Mataram yang akhirnya menjadi sebuah lahan kosong dan sesuai dengan perkembangan menjadi sebuah perkampungan. Nama Desa Brayung sendiri merupakan hasil keterpaduan nama dari Dusun Belahan dan Dusun Ngrayung menjadi Desa Brayung. Menurut para pendahulu kita, Dusun Belahan merupakan belahan dari Desa Kintelan. Sedangkan Dusun Ngrayung, pada zaman ada istilah Ngeranggeh Payung pada saat dahulu ada sebuah payung yang jatuh di daerah itu dan dikenallah menjadi Dusun Ngrayung yang bersala dari arah barat dusun.

· Sejarah Pemerintahan Desa ;



Sejak Tahun 1927 – 1935 an Pemerintah Desa Brayung dipimpin oleh seorang Lurah dengan dibantu oleh beberapa Pamong Desa ( Perangkata Desa ) yang terdiri dari : Carik (Sekdes), Petinggi, Kepetengan , Bayan dan Kepolo Dusun. Semenjak tahun 1980 ada perubahan undang – undang yaitu UU No. 5 Th. 1979 mengenai struktur pemerintahan. Sehingga struktur pemerintah desa berubah menjadi 2 struktur yaitu, pemerintahan desa pola minimal dan pemerintahan desa pola maksimal. Adapun perubahannya adalah : Lurah menjadi Kepala Desa (Kades), Carik menjadi Sekretaris Desa (Sekdes), Petinggi. Kepetengan, Bayan menajdi Kaur / Kasi dan Kepala Dusun, sesuai pola / struktur pemerintahan yang dipakai. 

1. Tahun 1921 – 1935 Kepala Desa Bpk. Purbo Sunyoto

2. Tahun 1935 – 1956 Kepala Desa Bpk. Noto Rejo

3. Tahun 1956 – 1989 Kepala Desa Bpk. Sahuri

4. Tahun 1989 – 2007 Kepala Desa Bpk. Alimin

5. Tahun 2007 – 2013 Kepala Desa Bpk. Abdul Kholik, S. Ag

6. Tahun 2013 – 2019 Kepala Desa Bpk. H.Hadi Suprataman S.Sos

7. Tahun 2019 Kepala Desa Sampai saat ini Bapak Sugeng Siswanto
· Sejarah Pembangunan Desa :

Desa Brayung adalah sebuah Desa yang terletak diantara dua (2) aliran sungai yaitu sungai Kintelan dan Sungai Sawo Gebang Sewu . Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Medali; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketemasdungus; sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kintelan dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puri. Pada zaman penjajahan sarana dan prasarana pada waktu itu masih kurang memadahi. 
Dari kurun waktu yang begitu lama pembangunan yang di bangun masing – masing Kepala Desa pada waktu menjabat mulai menunjukkan kemajuan. Adapun Pembangunan-pembangunan yang telah dihasilkan oleh Kepala Desa pada waktu menjabat antara lain sbb :
1. ABDUL KHOLIK, S.Ag
a. Pembangunan Balai Desa
b. Pensertifikatan tanah 
c. Papingisasi Jalan Dusun
d. Pembangunan Drainase 
2. H.HADI SUPRATMAN S.Sos
a. Pembangunan plengsengan/TPT jalan dan irigasi

b. Pembuatan/Rehap Drainase 
c. Pembangunan/Pengecoran Jalan lingkungan dan Pertanian

d. Bedah Rumah tidak layak huni dan Jambanisasi

e. Papingisasi Jalan Dusun
f.  Rehab gedung Playgroup/PAUD dan sarpras

g. Rehap Masjid

h. Rehap Kantor Desa

i. Pembangnan Jalan Baru 

j. Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan

k. Pengerasan Jalan Perkebunan 

l. Pembangunan Balai Dusun Ngrayung
m. Rehap PONKESDES

2.1.2 Demografi
· Letak Geografis Desa.
     Desa Brayung adalah desa yang terletak diantara dua (2) aliran sungai yaitu Sungai Kintelan dan Sungai Sawo. Posisi Desa Brayung tergolong desa yang tingkat inkom perkapita masyarakat maupun kemampuan pembangunan fisik maupun non fisik tergolong sedang. Untuk batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Medali; sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketemasdungus; sebelah barat berbatasan dengan desa Kintelan dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puri. Luas wilayah Desa Brayung + 6,1 Km2 , untuk Pemukiman 353 Ha dan Sawah ½ Irigasi 127 Ha dan ketinggian 50 mdpl (dataran Rendah). Sebagian besar masyarakat Desa Brayung bekerja sebagai Petani dan buruh tani dan sebagian bermata pencaharian Pegawai dan Buruh Lainnya. Jarak Desa Brayung ke Kecamatan Puri berjarak 2 km dan Ke Kabupaten Mojokerto berjarak 7 Km.
2.1.3. Keadaan Sosial

· Kependudukan
Jumlah penduduk desa Brayung berdasarkan data statistik terdiri dari 3.013 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.519 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.494  jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang berjumlah 3.013 jiwa berdasarkan pemetaan sosial dari data BPS 2019 dan analisis penyebab kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemdes beserta Kader Desa diketahui sbb :
Tabel  1

	No
	Kondisi Ekonomi (Jiwa)
	Ket

	
	Pra Sejahtera
	Menengah
	Sejahtera
	

	1
	476
	1.923
	614
	


Dari data tersebut diatas , maka Jumlah Penduduk 198 KK yang merupakan penduduk Pra Sejahtera sebesar 30 % KK dari jumlah penduduk yang ada di Desa Brayung dengan prosentase penduduk prasejahtera diatas, maka desa Brayung merupakan desa yang memiliki SDM yang cukup. Hal ini dapat dibuktikan dari data penduduk desa Brayung berdasarkan tingkat pendidikan sbb:
Tabel  2

	No
	
	Tingkat Pendidikan ( Jiwa )
	Ket

	
	PT
	SLTA
	SLTP
	SD
	TK
	Pts Sekolah
	Tidak Sekolah
	

	1
	83
	1367
	1284
	204
	70
	     5
	0
	


Pada tingkat pendidikan yang demikian diatas maka mempengaruhi pola berfikir dan mata pencaharian penduduk desa Brayung, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani/peternak.

Sementara bila ditinjau dari segi yang lain yaitu segi agama dan kepercayaan masyarakat desa Brayung mayoritas beragama Islam 99,90 % dan Krinten 0,09 % 0,01 dan Hndu dengan prosentase sebesar dengan rincian data sbb:
Tabel  3

	No
	Penganut Agama & Kepercayaan (Jiwa)

	
	Islam
	Katholik
	Protestan
	Hindu
	Budha

	1
	3.008
	4
	-
	1
	-


Dengan uraian yang dipaparkan diatas yang ditinjau dari segi kependudukan. Bahwa desa Brayung merupakan desa yang berklasifikasi penduduk mayoritas dengan tingkat ekonomi menengah tingkat pendidikan menengah dengan mata pencaharian sebagai petani,Buruh ,Wiraswasta,Pegawai.

· Kelembagaan
Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah merupakan desa yang mempunyai beberapa organisasi/ lembaga baik berpusat langsung di desa atau di bawah lembaga Kecamatan.

Tabel  4

	No
	Lembaga
	Pengurus dan Anggota (jiwa)
	Jumlah

	
	
	L
	P

	

	1
	BPD
	6
	1
	7

	2
	LPMD
	10
	2
	12

	3
	PKK
	-
	45
	45

	4
	Karang Taruna
	40
	20
	60

	5
	POSYANDU
	-
	30
	30

	6
	BUMDes
	4
	1
	5

	7
	KOPWAN
	
	25
	25

	8
	KPMD
	2
	2
	4

	9
	NU,ANSOR,MUSLIMAT
	20
	20
	40


Lembaga tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

· BPD yang tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

· LPM yang mempunyai tugas membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

· PKK sudah ada kegiatan yang sudah dilaksanakan selain 10 program pokok PKK, PKK juga membantu menambah pendapatan keluarga melalui UP2K,P4K, simpan pinjam kelompok perempuan PKK.

· KPMD merupakan kader desa yang berfungsi sebagai pengerak pembangunan desa.

· Lembaga Keagamaan diluar pemerintahan sudah ada dengan kegiatan yasinan, tahlil dan arisan yang dilaksanakan setiap malam jum’at.

2.1.4. Keadaan Ekonomi
Masyarakat Desa Brayung menurut jenis usaha dan pekejaan terbagi dalam beberapa kategori.
Adapun rincian mata pencaharian penduduk desa Brayung adalah sebagai berikut :
Tabel   5

	No
	Jenis Usaha / Pekerjaan (Jiwa)

	
	Petani
	Pedagang
	PNS/Pegawai 
	Kayawan Swasta
	Wiraswasta
	Tukang
	Lain-lain

	1
	171
	104
	82
	1.197
	510
	42
	102


2.2.  Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Desa buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa digunakan untuk Kegiatan pertemuan / rapat Desa. Adapun Desa tersebut telah mempunyai Lembaga Pemerintahan Desa dan Aparat Desa Brayung yang sudah sesuai dengan Susunan organisasi Tata Kerja pemerintahan yaitu :
a. Kepala Desa;

b. Unsur staf terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum;

c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi kesejahteraan , Kepala Seksi Pelayanan
d. Unsur Pelaksana Kewilayahan terdiri dari Kepala-Kepala Dusun.
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa



Desa Brayung terdiri dari 2 (dua) dusun, yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun.


a. Dusun Belahan dengan Kepala Dusun Yoyok Widarto 


b. Dusun Ngrayung dengan Kepala Dusun Choirul Mansur

Adapun data RW dan RT di masing-masing dusun sbb :

Tabel :  6

	No
	Dusun
	Jumlah Wilayah

	
	
	RW
	RT

	1
	Belahan
	2
	5

	2
	Ngrayung
	2
	8

	
	Jumlah
	4
	13

	
	
	
	


2.2.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BRAYUNG



                                           ----------------









Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini 
ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. 

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. 
BAB III

MASALAH DAN POTENSI 

3.1. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Brayung yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. 

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tabel : Bidang dan Permasalahan

	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; belum jelas

2. Pendataan Desa; selalu beubah-ubah dan kurang optimal

3. Penyusunan tata ruang Desa; kurang maksimal

4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; kurang maksimal

5. Penyelenggaraan perencanaan Desa; tida tepat waktu 
6. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; kurang maksimal
7. Pelayanan administrasi umum ; masih berbasis manual 
8. Sarana prasarana dan kemampuan adminidtrasi kearsipan; kurang
9. SDM perangkat Desa dalam pengetahuan IT terpadu  ; Rendah
10. Transparansi Penggunaan Dana Desa ; Kurang maksimal
11. Pengamanan Aset Desa ; Rendah 
12. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; belum maksimal



	2
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	1. Sarana Prasarana Kesehatan di POMKESDES : Kurang 

2. Pengkaderan SDM Kader Kesehatan Desa ; Stagnan 

3. Kegiatan Pelayanan kesehatan : stagnan /kurang inovasi

4. Pendataan tingkat Kesehatan keluarga  : Rendah 

5. Penambahan Gizi : Cukup

6. Pemahaman kesadaran kesehatan lingkungan : masih kurang 

7. Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan : kurang jelas

8. Sarana prasarana penunjang pendidikan : masih kurang 

9. Standarisasi SDM Tenaga Pendidik : tidak ada
10. Manajemen Mutu  Pengelolaan Pendidikan umum dan agama : kurang paham.

11. Setralisai pendidikan pengetahuan agama : tidak ada

12. Insentif peningkatan kinerja Tenaga Pendidik : Kurang.

13. Pembangunan sarana irigasi : yang belum 100 %

14. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu jalan, tembok penahan jalan, belum memadai
15. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : MCK, gedung Polindes, peralatan dan perlengkapan posyandu belum memadai
16. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : APE untuk anak TK, gedung PAUD,halaman sekolah  masih minim .
17. Pemeliharaan sarana prasarana Jalan  : belum terlaksana 
18. Pembangunan gedung Bumdes : Belum 
19. Pengadaan sarana prasarana pennjang Petani : belum ada
20. Pembangunan jaringan informasi komunikasi terbarukan : belum 
21. Pemanfaatan pendayagunaan Aset dalam meningkatkan PAD : tidak ada
22. Tegnologi tepat guna berasis lingkungan : Tidak ada
23. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penanaman pohon, tanaman obat belum maksimal

	3
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu ; pembinaaan administrasi belum maksimal

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : pos kampling dan peralatan keamanan belum memadai,SDM Linmas kurang
3. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : peralatan dan sarana olah raga masih minim

4.Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : pembinaan\Dan peralatan belum maksimal . 

5. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan  dan adat : tidak ada

6. Pembinaan Lembaga PKK/karang Taruna belum terarah.

	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : seperti pengelolaan pertanian belum ada

2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : seperti pembuatan pupuk organik belum maksimal

3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; tidak  maksimal

4. Peningkatan kapasitas masyarakat; belum maksimal
5. Pemberdayaan bidang UMKM koperasi : tidak ada
6. Pemberdayaan Komunitas Pengusaha,pengrajin,dll : tidak ada
7. Bumdes : Belum ada
8. 

	5
	Bidang Penanganan keadaan Darurat dan Mendesak
	1. Kondsional 


3.1.1 Isu/ masalah Utama


Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel  Bidang dan Permasalahan Utama

	NO
	MASALAH
	PENYEBAB
	POTENSI
	TINDAKAN YANG LAYAK

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	 
	 
	 

	1.1
	Penetapan dan  Penegasan Batas Desa

	
	
	
	
	

	1
	Batas desa tidak jelas. 
	Belum ada pembatas desa yang permanen
	Tenaga 

Kerja
	Pembangunan Gapura/Tugu Perbatasan

	2
	Batas dusun tidak jelas. 
	Belum ada pembatas dusun yang permanen
	Tenaga 

Kerja
	Pembangunan Gapura/Tugu Perbatasan dusun

	3
	Aset desa legalisasi kurang kuat
	Belum ada dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
	Lahan            Tenaga          SDM
	Legalisasi aset desa



	1.2
	Pendataan Desa (Monografi)

	1
	Data penduduk sering tidk sesuai dengan di lapangan
	Data penduduk tidak diupdate
	Aparatur lengkap
	Sensus Penduduk

	2
	Data ekonomi sering tidk sesuai dengan di lapangan
	Data ekonomi tidak diupdate
	Aparatur lengkap
	Sensus Ekonomi

	3
	Data pertaniansering tidk sesuai dengan di lapangan
	Pendataan pertanian tidak dilakukan secara detail
	Aparatur lengkap
	Sensus Pertanian

	4
	Data perternakan sering tidk sesuai dengan di lapangan
	Pendataan perternakan tidak dilakukan secara detail
	Aparatur lengkap
	Sensus Peternakan

	5
	Data perdagangan sering tidk sesuai dengan di lapangan
	Pendataan perdagangan tidak dilakukan secara detail
	Aparatur lengkap
	Sensus Perdagangan

	6
	Data penduduk kurang mampu sering tidk sesuai dengan di lapangan
	Pendataan PKH,BPNT tidak tepat sasaran
	Aparatur lengkap
	Sensus KK Miskin / Rumah Tangga Miskin

	7
	Data Tigkat kesehatanyang masih kurang valid
	Penerapan kebijakan Penanganan kesehatan tidak ada landasan 
	Kader Kesehatan ,Bidan,
	Up Date data SIM POSYANDU 

	1.3
	Penyusunan Tata Ruang Desa (Data Demografi)

	1
	Peta Desa yang ada belum lengkap
	Peta desa belum dilengkapi potensi, masalah, keadaan penduduk, dll
	Aparatur lengkap

Banyak pemuda potensial
	Pembuatan Peta Desa

	2
	Mendesian desa/menata ruang secar utuh kadangkala sulit untuk dilakukan
	Belum mempunyai Maket desa 
	Aparatur lengkap

Banyak pemuda potensial
	Pembuatan Maket Desa

	3
	Peta Pengairan dan petanian yang saat ini banyak berubah /Hilang 
	Perencanaan Pembangunan yang terlewati 
	Perangkat ,LPM
	Pemetaan wilayah Pertanian dan irigasi

	1.4
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa

	1
	Perdes yang dibuat desa kadangkala tidak sesuai ketentuan
	Belum ada Bimtek Penyusunan Perdes
	Aparatur lengkap


	Bimtek Penyusunan Perdes

	2
	Penyusunan Perdes sering terlambat
	Tidak ada biaya penyusunan Perdes
	Aparatur lengkap
	Anggaran penyusunan Perdes

	3
	RPJMDes dan RKPDes yang dibuat Tim penyusun kurang lengkap
	Bimtek Penyusunan RPJMdes dan RKPDes
	Aparatur lengkap

Banyak kader potensial
	Bimtek Penyusunan RPJMdes dan RKPDes

	4
	Penyusunan RPJMDes sering terlambat
	Tidak ada biaya penyusunan RPJMDes
	Aparatur lengkap

Banyak kader potensial
	Penyusunan RPJMdes dan RKPDes

	5
	Penyusunan APBDes kadangkala tidak sesuai dengan RKPDes
	Belum ada Bimtek Penyusunan APBDes
	Aparatur lengkap
	Bimtek Penyusunan APBDes

	6
	Penyusunan APBDes sering terlambat
	Tidak ada biaya penyusunan APBDes
	Aparatur lengkap
	Penyusunan APBDes

	7
	Pelaksanaan Musrenbangdes kurang optimal dan Usulan-usulan kegiatan sering tidak sinkron dengan kehendak masyarakat
	Tidak ada anggaran untuk kegiatan Musrenbangdes
	APDes

Banyak warga potensial
	Anggaran untuk kegiatan Musrenbangdes

	8
	Pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Desa kurang maksimal
	Tidak ada anggaran untuk kegiatan Rapat Kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
	APDes

Lembaga lengkap
	Rapat Kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

	1.5
	Pengelolaan Informasi Desa

	1
	Banyak masyarakat menerima informasi penting terlambat 


	Informasi di desa belum dikelola dengan baik
	Aparatur lengkap
	Pembuatan Papan Informasi

	2
	Kritik dan saran masyarakat secara langsung secara tertulis sering tidak terbaca aparatur desa
	Belum ada kotak saran
	APBDes
	Pembuatan Kotak Saran

	3
	Masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan secara online
	Belum ada pelayanan secara online
	Aparatur desa lengkap
	Pelayanan Masyarakat Online / IT

	4
	Aparatur desa dan lembaga hanya sebagian yang menguasai IT
	Tidak ada yang melatih
	Apartur desa 
	Pelatihan SDM Online / IT

	5
	Kegiatan Kades dan Perangkat sering terlambat
	Kendaraan dinas jumlahnya terbatas
	APBDes
	Kendaraan Dinas Kades dan Perangkat

	6
	Banyak rumah warga yang tidak mempunyai IMB
	sosialisasi belum optimal
	APBDes
	Anggaran untuk sosialisasi IMB Rumah Desa

	1.6
	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa dan tata praja 

	1
	TPK dan PKPKD PPKD  kesulitan membuat RAB sesuai ketentuan
	Anggaran yang terbatas
	APBDes
	Evaluasi Anggaran 

	2
	Kades dan Perangkat Desa kurang Up Date Peraturan yang baru dan menerjemahkan ketentuan/aturan –aturan baru
	Terlambat dalam pengambil keputusan dan  tidak sesuai prosedur aturan yang terbaru 
	APBDes
	Penggandaan Buku Peraturan tentang Desa

	3
	Administrasi desa belum terarsip dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan
	Belum mendapatkan hasil  Bimtek terkait administrasi desa
	APBDes
	Bimtek Administrasi Pemerintahan Desa

	4
	Belum ada perbandingan kemajuan kegiatan desa
	Belum pernah ada studi banding
	Swadaya 

Pengurus RT/RW lengkap tim
	Study Banding Kades dan Perangkat serta Lembaga desa

	
	
	
	
	

	5
	Pelaporan yag masih terlambat 
	Pelaporan pertanggungjawaban yang masih blm dapat dikerjakan ileh Perangkat Desa
	SDM Perangkat 
	Pelatihan dan evaluasi 

	6
	Perangkat Desa yang belum memahami tupoksi siklus perencanaan Desa
	Perencanaan yang masih molordan tidak sesuai aturan 
	SDM dan materi 
	Pengawasan internal dan monev oleh Kades BPD

	7
	Koordinasi Perencanaan yang masih lambat 
	Koordinasi dan regulasi yang masih lambat 
	APBDes
	Rapat Rutinan 

	8
	Kepala Desa dan Perangkat desa sering kurang semangat menghadiri kegiatan yang sifatnya partisipasi kurang perlu 
	Belum ada tunjangan Perjalanan Dinas  luar kota
	APBDes
	Tunjangan Perjalanan Dinas luar kota 

	9
	Kepala Desa dan Perangkat desa sering kurang melakukan Pembinaan Masyarakat
	Belum ada tunjangan pembinaan Masyarakat
	APBDes
	Tunjangan Pembinaan Masyarakat

	10
	Terdapat tumpang tindih tupoksi perangkat Desa sehingga menghambat kinerja 
	Kurang referensi Peraturan tentang Desa  
	SDM ,Peraturan 
	Evaluasi Kinerja

	11
	Biaya Perawatan Sarpras yang masih minim 
	Sarpras yang sudah tidak Up date 
	PAD 
	Peningkatan PAD

	12
	Pakaian dinas Perangkat dan Lembaga desa sudah kusam
	Anggaran yang terbatas
	Swadaya 

APBDes
	Seragam Kades dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa

	13
	Banyak perangkat yang belum bisa membuat administrasi sesuai peraturan baru
	Administrasi lemah hukum 
	Swadaya 

APBDes
	Pelatihan SDM 

	14
	Kinerja Lembaga Desa kurang maksimal
	Belum ada operasional untuk kegiatan Lembaga Desa
	APBDes

APBD

Swadaya
	Tunjangan dan operasional Lembaga desa

	1.7
	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa

	1
	Lembaga desa kesulitan untuk melakukan evaluasi perkembangan pemerintahan desa
	Pemerintahan desa belum membuat laporan perkembangan pemerintahan desa
	Aparatur desa lengkap

perlengkapan kantor memadai
	Laporan bulanan perkembangan pemerintahan desa 

	2
	Data laporan kadang kala tidak sesuai dengan lapangan
	Tidak ada dana untuk kegiatan monitoring
	Lembaga desa lengkap

APBDes
	Anggaran untuk kegiatan Monitoring

	3
	Pelaksanaan kegiatan kadangkala tidak sesuai dengan RAB
	Kegiatan audit jarang dilakukan
	Kader potensial

APBDes
	Anggaran audit

	1.8
	Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa

	1
	Kegiatan antar desa tidak berjalan lancar
	Belum ada kerjasama dengan desa lain
	Swadaya 

Lembaga desa
	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa terkait prasarana

	2
	Kegiatan pertanian kurang berkembang 
	Belum ada kerjasama dengan desa lain terkait pertanian
	Lembaga desa

Petani
	Kerjasama bidang pertanian

	1.9
	Pembangunan sarana dan Prasarana kantor Desa

	1
	Beberapa bagian gedung kantor  desa ada yang sudah rusak
	cuaca dan beberapa bagian usia bangunan udah tua
	swadaya tenaga kerja

APBDes
	Rehab/pemeliharaan Gedung Desa dan Lembaga

	2
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	Pelatihan Service Otomotive

	14
	Warga yang berprofesi bengkel mobil belum bisa mengecat mobil secara cepat dan tepat
	Belum tahu teknik mengecat mobil secara cepat dan tepat
	Banyak bengkel mobil
	Pelatihan Pengecatan Mobil

	15
	Warga yang berprofesi servis komputer belum bisa memperbaiki berbagai merk komputer secara cepat dan tepat
	Belum tahu teknik memperbaiki berbagai merk komputer secara cepat dan tepat
	Tukang servis komputer
	Pelatihan Service Komputer

	16
	Banyak masyarakat yang belum bisa mengolah makanan dan minuman yang beraneka ragam 
	Kurangnya pengetahuan tentang pengolahan makanan dan minuman 
	Bahan makanan dan minuman banyak
	Pelatihan Pembuatan Aneka Makanan dan Minuman

	17
	Hasil kerja penata rias kurang inovatif
	Belum ada pelatihan tata rias modern
	Penata rias

APBDes

Swadaya
	Pelatihan Tata Rias 

	18
	Banyak lahan kosong disekitar pekarangan 
	Belum mengerti pentingnya toga 
	Lahan
Swadaya
	Pelatihan Budidaya Toga (Tanaman Obat Keluarga)

	19
	Kegiatan masyarakat terkait ketrampilan belum berjalan maksimal
	Dana untuk pembelian alat keterampilan terbatas
	Banyak masyarakat terampil
	Bantuan Alat Pelatihan Ketrampilan 

	20
	Banyak warga kebingungan mengelola usahanya
	Belum tahu cara mengelola usaha dengan baik
	Banyak warga potensial

Swadaya

APBdes
	Pelatihan Manajemen Usaha

	21
	KPMD belum bisa mendampingi masyarakat secara baik
	Belum memahami teknik mendampingi masyarakat
	KPMD
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Desa (KPMD)

	22
	RAB Kegiatan sering diborongkan ke pihak lain
	Tim pelaksana belum bisa membuat RAB Kegiatan
	Tim Pelaksana

Swadaya
	Pelatihan Pembuatan RAB Kegiatan (Tim Pelaksana)

	23
	Bila pasca pancaroba, nyamuk berkembang pesat, sehingga rawan penyakit demam berdarah
	Kader desa belum bisa melakukan fogging

Desa tidak mempunyai peralatan fogging
	Kader kesehatan desa

APBDes
	pelatihan dan bantuan peralatan Fogging 

	24
	Bila ada yang terkena penyakit menular, banyak warga tertular
	Kader kesehatan belum bisa memberi penyuluhan cara mencegah penyakit menular
	Kader kesehatan desa

APBDes
	Pelatihan Pencegahan Penyakit Menular

	25
	Banyak warga belum memahami bahaya obat obatan terlarang (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif)
	Belum ada penyuluhan yang memadai
	Kader Kesehatan

APBDes
	Penyuluhan Bahaya obat obatan terlarang (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif)

	26
	Kinerja Kader dan Tenaga Kesehatan Desa belum maksimal
	Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan Desa, terbatas
	Kader Kesehatan

APBDes
	Pelatihan Kader dan Tenaga Kesehatan Desa

	27
	Banyak kotoran ternak tidak dimanfaatkan untuk energi alternatif secara maksimal
	Warga belum bisa membuat energi alternatif
	Banyak kotoran ternak

Banyak warga potensial
	Pelatihan pembuatan biogas

	28
	Disiplin ilmu khusus tidak bisa diakses warga
	Tidak ada biaya dan tidak ada rekomendasi dari desa
	Banyak warga potensial

Swadaya

APBDes
	Pengiriman sekolah khusus 

	29
	Pengolahan padi tidak maksimal
	Teknologi yang digunakan masih tradisional
	Petani potensial

APBDes
	Peningkatan teknologi pengolahan Padi

	30
	Sebagian warga potensial

yang bisa mengelola kegiatan produktif skala desa belum memahami manajemen dan administrasi keuangan BUM Des

	Belum ada pelatihan terkait manajemen dan administrasi keuangan BUM Des
	Banyak warga potensial

Swadaya

APBDes


	Pelatihan manajemen dan administrasi keuangan BUM Des


	31
	Kades dan BPD, kadangkala kebingungan mengurus pertanahan/agraria
	Pemahaman Kades dan BPD terkait pertanahan/agraria terbatas
	APBDes

Swadaya
	Pelatihan Hukum Pertanahan/Agraria


3.2. Potensi

Desa Brayung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.2.1. Sumber Daya Alam
Desa

: Brayung

Kecamatan
: Puri

Kabupaten
: Mojokerto

Propinsi
: Jawa Timur

	No
	Uraian Sumber Daya Alam
	Volume
	Satuan

	1
	Lahan persawahan
	127
	ha

	2
	Sumber air (sumur Bor)
	4
	ttik

	3
	Lahan Tegalan/Kebun 
	50
	ha

	4
	Sungai
	500
	m

	5
	Tanaman: padi, jagung dan palawijo
	100
	Ha


3.2.2. Sumber Daya Manusia
Desa

: Brayung

Kecamatan
: Puri

Kabupaten
: Mojokerto

Propinsi
: Jawa Timur

	No
	Uraian Sumber Manusia (SDM)
	Volume
	Satuan

	1.
	Penduduk dan keluarga
	
	

	
	a.Jumlah penduduk laki-laki
	1.519
	orang

	
	b. Jumlah penduduk perempuan
	1.423
	orang

	
	c. Jumlah keluarga
	902
	KK

	2
	Mata Pencaharian utama penduduk
	
	

	 
	a. Pertanian, peternakan
	671
	orang

	 
	b. Pertambangan dan penggalian
	0
	

	 
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)
	27
	orang

	 
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan,warung
	51
	orang

	 
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi
	25
	orang

	 
	f.  Jasa
	972
	orang

	 
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)
	67
	orang

	3
	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
	
	

	 
	a. Lulusan S-1 keatas
	72
	

	
	b. Lulusan D1,D2,D3
	12
	

	 
	c. Lulusan SLTA
	1.801
	

	 
	d. Lulusan SMP
	984
	

	 
	e. Lulusan SD
	103
	

	 
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah
	85
	

	4
	…..
	
	

	
	
	
	


3.2.3. Kelembagaan / Organisasi
Desa

: Brayung

Kecamatan
: Puri

Kabupaten
: Mojokerto

Propinsi
: Jawa Timur

	No
	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi
	Volume
	Satuan

	1.
	BPD
	6
	Orang

	2.
	LPMD
	12
	 Orang

	3.
	PKK
	545
	Orang

	4.
	KPMD
	6
	Orang

	5.
	BUMDES
	5
	Orang

	6.
	KARANG TARUNA
	50
	Orang

	7
	NU,ANSOR,MUSLIMAT
	25
	Orang 

	8
	POSYANDU
	30
	Orang 


3.2.4. Potensi Prasarana dan Sarana
Desa

: Brayung

ecamatan
: Puri

Kabupaten
: Mojokerto

Propinsi
: Jawa Timur

	No
	Uraian Sumber Daya Pembangunan
	Volume
	Satuan

	1.
	Aset prasarana umum
	
	

	
	a. Jalan Desa
	3
	Km

	
	b. Jembatan
	3
	Titik

	
	c.Gorong Gorong 
	15
	Titik

	
	d.jalan Lingkungan 
	4
	Km

	
	e. Drainase
	4 
	Km

	
	F.Lap Jalan 
	50
	Titik

	
	g. saluran irigasi
	2
	Km

	
	h.
	
	

	2
	Aset Prasarana pendidikan
	
	

	 
	a. Gedung Paud
	2
	Unit

	 
	b. Gedung TK
	2
	Unit

	 
	c. Gedung SD
	2
	Unit

	 
	d. Taman Pendidikan Alqur'an
	11
	Kelompok

	
	
	
	

	3
	Aset prasarana kesehatan
	
	

	 
	a. Posyandu
	2
	Kelompok

	 
	b. Polindes
	1
	Unit

	 
	c. MCK
	0
	Unit

	 
	d. Sarana Air Bersih
	0
	Tempat

	
	
	
	

	4
	Aset prasarana ekonomi
	
	

	 
	a. Pasar desa
	0
	Unit

	 
	b. BUMDes
	0
	Unit

	 
	….
	
	

	5
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
	
	

	 
	a. Jumlah kelompok usaha
	0
	Kelompok

	 
	b. Jumlah kelompok pekerja ahli
	0
	Kelompok

	 
	c. jumlah Kelompok Tani
	2
	Kelompok


3.2.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya 

Desa

: Brayung

Kecamatan
: Puri

Kabupaten
: Mojokerto

Propinsi
: Jawa Timur

	No
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Volume
	Satuan

	1.
	Budaya gotong-royong
	2
	kelompok

	2.
	Seni 
	0
	kelompok

	3
	Kelompok musik
	2
	kelompok


Demikian masalah dan potensi yang berhasil dihimpun dalm tahap pengkajian keadaan desa. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Brayung selama 6 tahun kedepan.
BAB  IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2025

4.1 Visi dan Misi

4.1.1  Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan bisa dikatakan Tujuan Akhir (Lats Mejure) dalam sebuah cita cita atau program, ke mana dan bagaimana Desa Brayung harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif berbasis partisipatif . Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita , cipta karya karsa dan citra yang ingin diwujudkan menuju Visi yang akan diraih, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. 

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Brayung merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Pernyataan Visi Desa Brayung adalah :

“Brayung :

Bersih,Responsible , Amanah , paYUng (mengayomi,melindungi) , gotongroyoNG

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong gotong royong untuk perubahan serta  mempersatukan anggota masyarakat. 
     4.1.2  Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. 
Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa  sebagai berikut:

· Masyarakat Yang Berpendidikan adalah sangat menunjang tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pembangunan nasional secara utuh. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan setiap warga Negara Indonesia minimal SLTA dan diharapkan 10 Tahun kedepan harus berpendidikan minimal S1 sederajat. Sehingga pola pikir warga masyarakat menjadi luas cerdas , realitas dan berkembang, dan akhirnya dapat, menunjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya guna. Dengan modal pemikiran yang cerdas maka tibul perasaaan responsif terhadap pembangunan ditingkat lingkungan baik keluarga maupun lingkungan sekitar.
· Masyarakat yang Sehat adalah modal dasar dalam setiap orang dalam menjalankan kehidupan baik secara pribadi ,kelompok ,bermasyarakat dan bernegara . dalam mewujudkan visi pentinglah jiwa dan raga yang sehat untuk mendorong potensi utama dalam berproduksi, inovasi yang memberikan dampak positif untuk memberdayakan diri sendiri dan keluarga dan berdampak luas untuk Desa dan Negara Indonesia.
· Produktif perlu kita sadari bersama bahwa masih banayak warga Negara Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Ini semua antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kualitas masyarakat kurang berdaya guna, dan tingkat keterampilan masyarakat yang masih rendah. Untuk itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan keterampilan ekonomi produktif, sehingga kita mandiri untuk menciptakan lapanagn kerja sendiri. Yang akhirnya dapat menambah inkom perkapita warga masyarakat.
· Bertaqwa dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar beriman dan bertaqwa serta untuk menciptakan insan-insan yang benar-benar memiliki Sumber Daya Manusia yang baik dan berdaya guna, tentunya harus ditunjang kualitas iman yang benar-benar bertaqwa kepada ALLAH SWT, menjalankan perintahNYA dan menjahui laranganNYA (Amanah dalam menjalankan tugas ) . Untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu Negara Adil dan Makmur yang Baldatun Toyyibatun Warobbul Ghofur.
· Mengayomi adalah sikap mental pemerintahan dalam mencapai cita cita bangsa yang makmur dan sejahtera , sebagai bentuk kehadiran Negara kepada rakyatnya untuk bertugas mengayomi melindungi melayani adalah bentuk wujud penjabaran nilai  Pancasila  pada Sila ke 3 Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
· Gotong Royong adalah kiat untuk menumbuhkan sikap perilaku nilai pada masyarakat yang tidak boleh lepas dari budaya yang diajarkan oleh leluhur kita karena dengan ini kita dapat menuangkan doktrin nasionalisme memperkokoh ikatan Pondasi nilai Pancasila sebagai warga negara yang baik kita wajib mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . dengan timbul rasa gortong royong maka sikap responsif masyarakat tergerak untuk peduli, membangun desa sebagai tujuan dari untuk mereka sendiri.
4.2  Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 
:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
a. Peningkatan Kinerja pemerintah desa sebagai modal alat perangkat menjalankan pemerintahan desa.

b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai mitra pemerintah desa.

c. Mempersiapkan data, informasi, dan data indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.

d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.

e. Memfasilitasi kerjasama antar desa

2. Pelaksanaan pembangunan desa:
a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal Pembangunan sarana prasarana jalan perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum.

b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).

c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar (pemasaran) , lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan.

d. Meningkatkan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

e. Pembangunan Rehap Sarana Pemukiman ,MCK ,Rumah tidak layah Huni ,

f. Pembangunan sarana prasarana Masyarakat dalam mewujudkan partisipasif  pembanguan Desa

g. Melindungi SDA dengan menggalakkan normalisasi irigasi ,reboisasi dan penataan ruang Desa

3. Pembinaan kemasyarakatan:
a. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;

b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

c. Pembinaan Umat beragama dan lembaga keagamaan untuk ikut serpa mendorong terciptanya Desa yang berbudi pekerti yang luhur.

d. Membina kelompok kelompok organisai Perempuan ,pemuda Desa untuk mengkader genersi penerus Desa 

e. Pembinaan Keamanan dan ketertiban lintas sektor untuk mewujudkan lingungan yang aman dan tentram

f. Pembinaan tanggap bbencana alam atau non alam .

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda dan anak)

b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LH yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan

c) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas,  serta penerapan ekonomi hijau.

d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa.

e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.

f) Mendirikan dan mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
4.3  Rencana Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2019-2025, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. 
4.3.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rencana program penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan antara lain:
1. Penetapan dan penegasan batas Desa 
2. Penyusunan tata ruang Desa dengan melibatkan masyarakat
3. Penyelengaraaan mausyawarah desa dengan melibatkan semua elemen yang ada dalam masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 
5. Penerapan anggaran kesejahteraan aparatur pemerintah desa berbasis kinerja.

6. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa melalui Penerapan evaluasi kinerja bagi aparatur pemerintah desa.

7. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa melalui Penerapan evaluasi dan periodesasi bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD.

9. Efektifikas program kerja PKK melalui penyediaan anggaran yang memadai.

10. Efektifikas program kerja Karang Taruna melalui penyediaan anggaran yang memadai.

11. Peningkatan kapasitas pengurus LPM

12. Peningkatan kinerja KPMD memalui penganggaran operasional dan insentif yang memadai.

13. Peningkatan kinerja pengurus RT dan RW melalui penganggaran operasional dan insentif yang memadai.

14. Penataan menejemen pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset desa. 
15. Peningkatan kerjasama antar desa 
16. Penyediaan sarana prasarana kantor desa dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat 
4.3.2 RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Rencana program pembangunan desa dalam 6 tahun ke depan yaitu :

1.  Penyediaan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal yang memadai (APE,Tenaga pendidik dan Metode Pendidikan)
2. Penyediaan Sarana kesehatan Masyarakat yang standbay di Desa (POSYANDU,PONKESDES,Peningkatan Gizi Balita dan Ibu hamil, Ambulan Desa).
2. Melancarkan akses menuju pusat pemerintahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, pasar dan penyedia layanan publik lainnya. 

3. Program peningkatan jalan lingkungan dan jalan penghubung antar dusun
4. Program pemeliharaan jalan penghubung antar dusun. 

5. Pengendalian banjir dalam setiap musim hujan melalui normalisasi saluran tersier. 

6. Merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

7. Pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat.

8. Peningkatan cakupan pengairan lahan pertanian.

9. Peningkatan jalan pertanian
10. Enerangan jalan Lingkungan 
11. Pembangunan batas Desa
12. Pembangunan Energi tepat guna
4.3.3. RENCANA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.
1. Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam beragama melalui Penyediaan sarana ibadah dan pendidikan keagamaan.
2. Peningkatan layanan tangap darurat.
3. Mewujudkan generasi yang produktif dan anti narkoba melalui pelatihan ketrampilan.
4. Revitalisasi fungsi poskamling.
5. Pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional.
6. Perhatian atas kehidupan lansia melalui pemberian makanan tambahan (PMT) Lansia.
7. Pengendalian prilaku amoral dan kenakalan remaja melalui pembuatan perdes ketentraman dan ketertiban.
8. Validasi sasaran program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

9. Program perlindungan sosial bagi RTM.

10. Optimalisasi kerja bakti ditingkat RT secara rutin.

11. Penghijauan area sumber air bawah tanah.

12. Penerangan jalan lingkungan.

4.3.4 RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui kegiatan padat karya.
2. Peningkatan ketrampilan usaha pengembangan potensi alam 
3. Optimalisasi pemanfataan dana bergulir kerjasama antar desa di Kecamatan Brayung  hasil pelestarian asset-asset PNPM.
4. Pembinaan home industri dan usaha ekonomi produktif melalui pelatihan.
5. Peningkatkan pemahaman dan pelayanan perawatan kehamilan bagi ibu.

6. Peningkatkan pemahaman dan pelayanan perawatan bagi bayi dan balita.

7. Pemberantasan gizi kurang dan gizi buruk bagi bayi dan balita.
8. Peningkatan kinerja kelembagaan PKK bidang kesehatan.

9. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu dan polindes dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
10. Pemberantasan jentik-jentik dan penyakit menular.
11. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
12. Pemanfaatan teknologi tepat guna
13. Peningkatan angka partisipasi wajib belajar 9 tahun
14. Peningkatan keaktifan siswa SD/MI dan kualilitas kegiatan belajar mengajar.
15. Pemberantasan buta aksara dan peningkatkan minat baca masyarakat.
16. Peningkatan skill/keahlian masyarakat usia produktif.
17. Penataan keindahan dan keasrian desa.
18. Konservasi sumber-sumber air bawah tanah.
Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi valume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJMDesa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguna desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

4.3.5 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan Ekternal.

A.Strategi internal pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau. 
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada tumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan menejemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra desa dan infra desa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka leading sectornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, PNPM, PPKM, PPIP, maupun program sejeninya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM-Desa yang telah disusun melalui perdekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.
B.Strategi eksternal pencapaian program pembangunan desa antara lain ; 
1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD. 
2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM-Desa. 
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM-Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM-Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perkebunan, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.
Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran. 

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi

        2.  Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)

        3.  Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak (out Came)

        4.  Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

            (signifikan dan Sinkron)
Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :
        1.  Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

2.   Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian      kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes. 

4.  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.
BAB  V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan Desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintergrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka Desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). RPJM-Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Brayung. memuat agenda – agenda, isu strategis Supra Desa dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga hasil pembangunan enam tahun ke depan diharap mampu membawa masyarakat Desa Brayung menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur sebagimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Brayung.
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